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	Abstrak: Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga negara dengan menyediakan kebutuhan dasar melalui penyediaan pelayanan dasar, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kebijakan ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Penelitian bertujuan mengetahui proses implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.  Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teori yang digunakan Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980). Temuan menunjukkan komunikasi berjalan baik berkat sosialisasi, meskipun terdapat perbedaan persepsi. Ketersediaan sumber daya sudah memadai, namun terdapat isu dalam rotasi staf. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi, kemudian struktur birokrasi sudah memiliki standar operasional prosedur. Implementasi kebijakan berjalan baik tetapi ada hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan pelaporan capaian target Standar Pelayanan Minimal triwulan dan tahunan berjalan optimal. 
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PENDAHULUAN 
Pembangunan nasional dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan warga negara. Agar dapat mencapai kesejahteraan tersebut sebuah negara harus mampu memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, pembangunan nasional tidak sekedar berfokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup warga negara melalui penyediaan pelayanan dasar. Pelayanan dasar sendiri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 dalam Pasal 1 ayat (5) menjelaskan mengenai pelayanan publik bertujuan memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan sosial (Ahmad & Ismail, 2025). Pelayanan dasar perlu diberikan kepada warga negara dengan tujuan agar kebutuhan dasar warga negara terpenuhi. Implementasi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan tersebut harus mengikuti Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Ramadhani & Putera, 2024). Pemenuhan kebutuhan dasar ini diwujudkan melalui kebijakan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal yang disingkat dengan SPM merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 
SPM menjadi urusan pemerintahan wajib seperti yang telah dijelaskan dalam Permendagri Nomer 59 Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa SPM adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh semua daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai pemerintah kabupaten/kota. Ini merupakan bentuk prinsip SPM yang berfokus kepada urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak ditentukan pada batas administratif (Marzan, Taufik, Apriliani, & Sari, 2025).
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Gambar 1. Capaian IP SPM Seluruh Indonesia Tahun 2024 Se Provinsi Kabupaten Kota
Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

Menurut Data Capaian IP SPM Seluruh Indonesia Tahun 2024 Se Provinsi Kabupaten Kota pada Evaluasi Pelaporan Penerapan SPM Triwulan 3 terdapat 19 provinsi yang nilainya dibawah 75%. Menurut Sekber SPM Ditjen Bina Bangda seharusnya untuk triwulan 3 minimal mencapai kisaran 75%. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari seluruh provinsi di Indonesia belum maksimal dalam melaporkan penerapan SPM. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakmerataan dalam pemenuhan hak dasar warga negara. Dengan demikian, pemenuhan SPM penting untuk memastikan hak dasar warga negara terpenuhi secara merata (Agustin N. , Pertiwi, Saipullah, & Nazar, 2024).
[image: ]Provinsi Jawa Timur sendiri memperoleh nilai 87,49. Nilai ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur telah mencapai target Pelaporan Penerapan SPM Triwulan 3 dengan menduduki posisi ke-4 tertinggi se-Indonesia. Capaian ini diikuti oleh Kabupaten Gresik yang menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memperoleh nilai ditas 75% dengan hasil capaian 77,53. 



                                                      




Gambar 2. Hasil Capaian IP SPM Seluruh Indonesia Tahun 2024 Provinsi Jatim
Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik mampu memenuhi target Pelaporan Penerapan SPM Triwulan 3 Tahun 2024, dan berkontribusi terhadap capaian positif Provinsi Jawa Timur dalam penerapan SPM pada Triwulan 3 Tahun 2024. Meski demikian, dalam implementasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gresik masih terdapat beberapa kendala yang dialami. Setelah penulis melakukan observasi ditemukan kendala yang dapat diidentifikasi seperti adanya keterlambatan permintaan data dukung untuk pemenuhan data pada aplikasi e-SPM dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut melaksanakan SPM. Hal ini disebabkan karena adanya kendala dalam koordinasi, komunikasi, serta sistem pengelolaan data antar perangkat daerah, yang menyebabkan proses penyusunan laporan memerlukan waktu lebih lama. Hal ini menjadi tantangan dalam penyampaian laporan SPM kepada pemerintah provinsi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian adanya pergantian data berulang-ulang yang dilakukan oleh OPD pengampu SPM, yang menimbulkan ketidakkonsistenan informasi, ini nantinya berpengaruh pada ketepatan laporan. Sehingga memerlukan banyak waktu untuk melakukan cross check data sebelum diupload pada aplikasi e-SPM. 
Permasalahan yang sama juga terjadi dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Agustin N. , Pertiwi, Saipullah, & Nazar, 2024) dengan topik SPM di Seketariat Daerah Kota Metro juga mengalami hambatan berupa data capain keterisian indikator dalam pelaporan SPM sering kali tidak lengkap atau sering juga kosong dikarnakan tidak tersedia data valid oleh OPD dan data target sering berubah-ubah, program dan kegiatan pengampu SPM tidak memiliki anggaran. Selain itu penelitian terkait SPM di Kabupaten Gresik juga pernah dilakukan Ahmad dan Ismail (2025) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan belum optimalnya capaian pelaporan SPM, sehingga penelitian terdahulu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian laporan SPM dan merumuskan strategi optimalisasi penyusunan laporan SPM. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Putera (2024) juga mengalami kendala terkait penerapan dan pencapaian SPM seperti masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya. 
Permasalahan yang terjadi dilapangan ini menunjukkan bahwa dalam penerapan SPM masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Dengan demikian meskipun Kabupaten Gresik telah memenuhi hasil capaian target Pelaporan Penerapan SPM Triwulan 3 pada Tahun 2024 juga masih terdapat kendala dalam proses implementasinya. Sehingga penulis perlu untuk meneliti tentang “Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) dalam (Jumroh & Pratama, 2021). Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik dengan menggunakan variabel teori (Edward III, 1980) yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada Implementasi Kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik. Dengan menggunakan metode tersebut peneliti dapat memperoleh pemahaman terkait bagaimana proses Implementasi Kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik.
Penulis memfokuskan penelitian Implementasi Kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik menggunakan jenis studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan pada masalah penelitian yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana Bagian Tapem Setda Gresik mengimplementasikan Kebijakan SPM.
Penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan secara langsung dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk sumber data sekunder didapatkan secara tidak langsung melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Bupati Gresik, buku, jurnal, dan artikel yang memiliki hubungan dengan pokok pembahasan penelitian ini. 
[bookmark: _Toc200660324]Waktu penelitian saelama 4 bulan. Pada bulan September hingga Desember 2025. Lokasi yang dipilih adalah Bagian Tapem Setda Gresik. Peneliti memilih tempat ini karena Bagian Tapem Setda Gresik turut serta dalam mengimplementasikan kebijakan SPM, sebagai sekretaris yang melaporkan capaian pelaksanaan SPM yang ada di Kabupaten Gresik. 
Penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2020) terdapat empat tahapan yang dilaksanakan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Dalam menentukan narasumber pada penelitian ini, peneliti memilih teknik purposive sampling. Berdasarkan (Nasution, 2023) menjelasakan bahwa purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang memenuhi persyaratan sampel. Pengambilan sampel ini dilakukan secara sengaja dengan memilih sampel yang memiliki ciri, karakteristik, kriteria, atau sifat tertentu. Sehingga penulis memilih Yussi Anggraini, S.I.P., M.HP. selaku staf Bagian Tapem Setda Gresik yang melakukan pelaporan target capaian SPM Kabupaten Gresik. Teknik ini bertujuan agar data yang diperoleh relevan, serta mendukung analisis dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil penelitian. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) dalam (Jumroh & Pratama, 2021) untuk memahami proses implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik. Pada teori implementasi kebijakan terdapat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Yussi Anggraini, S.I.P., M.HP. selaku staf pada Tapem Setda Gresik yang melakukan pelaporan capaian target SPM Kabupaten Gresik. Menghasilkan data sebagai berikut: 

1. Komunikasi
Penulis mendapatkan hasil wawancara dari narasumber pada variabel komunikasi terkait implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik sebagai berikut:
“Tugas dan fungsi kita sudah dijelaskan pada SK Tim Implementasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 di Bagian Tapem Setda Gresik itu melaksanakan pelaporan. Baik triwulan maupun tahunan, untuk menuju pelaporan triwulan dan tahunan kita butuh data dukung untuk pengisian aplikasi itu bener apa salah dan seterusnya, itu harus cepat sehingga perlu didukung aspek komunikasi. Proses penyampaian informasi terkait Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tersebut baik kepada staf Bagian Tapem Setda Gresik dan kepada OPD pengampu SPM sudah ada sosialisasi, Bagian Tapem Setda Gresik pernah mengundang narasumber dari Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sosialisasi ini itu. Setiap triwulan mengadakan desk, disitulah kita berkomunikasi dengan OPD pengampu SPM terkait permasalahan apa saja yang dihadapi, bagaimana solusinya apa, nanti kita sebagai bagian dari tim SPM mungkin menyampaikan ke pimpinan, sehingga kita harus seperti apa ketika kendala itu sampai kesana, misalnya cukup penting gitu. Untuk koordinasi dengan pusat itu bentuknya mengikuti zoom yang diadakan oleh pusat. Mereka mengadakan zoom juga cukup rutin jadi setiap triwulan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengadakan zoom. Setahun sekali kita juga dikasih kesempatan untuk menghadiri ke Jakarta, tetapi pimpinan seperti bupati atau sekda untuk mengikuti sosialisasi maupun award. Pesan-pesan kebijakan juga sudah tersampaikan, jadi selain kita, daerah mengadakan, provinsi mengadakan, pusat mengadakan, kementerian teknis ini juga memberikan arahan sosialisasi sehingga kebijakan yang ada di masing-masing peraturan tersampaikan. Terkait koordinasi sudah terjalin selama mengimplementasikan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 di Bagian Tapem Setda Gresik, selain melalui sosialisasi kebijakan, pihak dari provinsi dan pusat juga terus melakukan koordinasi melalui rapat koordinasi meskipun menggunakan zoom. Meskipun begitu antusiasnya tinggi kalau pusat yang mengadakan. Kemudian untuk setiap indikator yang ada di SPM itu ketika saya yang membaca dengan OPD pengampu SPM yang membaca itu kadangkala ada perbedaan persepsi, mungkin karena saya pelapor, saya tidak membaca peraturan permen teknisnya, sedangkan mereka melaksanakan SPM berdasarkan peraturan permen teknisnya. Jadi kadang-kadang pemahaman antara OPD pengampu SPM dengan pemahaman saya yang idealitas ini berbeda pendapat. Sehingga kita juga harus mengikuti pendapat OPD pengampu SPM karena mereka pelaksana kita sebagai pelapor. Karena pelaksana itu melaksanakan berdasarkan kementerian teknisnya sedangkan kita melaporkan berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Walaupun maksudnya sama-sama SPM namun perbedaan persepsi kadang kurang pas. Untuk komunikasi sudah berjalan secara konsisten, komunikasi seharusnya dilaksanakan melalui rapat, akan tetapi karena anggarannya terbatas sehingga rapatnya juga terbatas. Untuk itu komunikasi dilakukan diluar rapat melalui komunikasi personal, mengadakan komunikasi pribadi lewat via grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi atau lewat koordinasi personal ke masing-masing OPD pengampu SPM.” 

2. Sumber Daya
Penulis mendapatkan hasil wawancara dari narasumber pada variabel sumber daya terkait implementasi kebijakan SPM di Tapem Setda Gresik sebagai berikut:
“Pada implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik, sumber daya manusia Bagian Tapem Setda Gresik memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait SPM. Untuk kompetensi rata-rata staf merupakan lulusan S2 atau S3 sehingga memiliki kompetensi yang baik, cuma dari kendala pemahaman yang memadai itu terkadang adanya perputaran rotasi mutasi di staf negeri itu tidak hanya pejabat tetapi juga staf, yang kadangkala ada perputaran seperti orang yang lama mengerjakan dipindah diganti orang baru dia akan belajar memahami terkait indikator SPM ini dari nol. Sehingga kalau disisi kompetensi berkompetensi kalau pemahaman memadai dianggap memadai asal bukan orang baru kalau orang baru perlu untuk beradaptasi. Untuk ketersediaan anggaran dan sarana prasarana termasuk cukup dalam mengimplementasikan kebijakan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 di tahap pelaporan, karena secara personal kita menjadi sekretaris tim. Terkait dukungan teknologi dan sistem informasi sudah memadai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Karena sudah tidak menggunakan sistem manual. Dibalik itu pembagian tugas dan beban kerja antar staf dalam melaksanakan pelaporan SPM tidak seimbang. Karena dulu dari tahun 2021 sampai yang kemarin tidak ada pembagian tugas sehingga beban kerjanya tinggi dan hanya ada pada satu orang. Pada tahun 2025 ini baru akan dilaksanakan pembagian tugas terkait SPM. Hal itu yang membuat pengerjaan laporan SPM memelukan waktu sedikit lama. Adanya keterbatasan sumber daya manusia sedikit menghambat implementasi kebijakan SPM akan tetapi karena dedikasi dan kompetensi sehingga pelaporan target capaian tetap bisa dilaksanakan. Untuk pembagian wewenang dan tanggung jawab antar pelaksana kebijakan sudah jelas dan sesuai dengan struktur organisasi yang dijelaskan pada Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 100/362/HK/437.12/2023 tentang Tim Penerapan SPM Kabupaten Gresik.” 

3. Disposisi/Sikap Pelaksana
Penulis mendapatkan hasil wawancara dari narasumber pada variabel disposisi/sikap pelaksana terkait implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik sebagai berikut:
“Pelaksana kebijakan memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan tersebut, hal ini menunjukkan tanggung jawab dan kesediaannya untuk menyesuaikan diri dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Kondisi ini didukung oleh tingkat motivasi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas pelaporan capaian target SPM. Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku pimpinan juga memberikan motivasi kepada staf. Adanya motivasi yang diberikan oleh pimpinan juga menumbuhkan rasa kepuasan kerja pada staf. Selain itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai pimpinan sangat mendukung kebijakan dengan memberikan arahan apabila ada zoom terkait SPM yang diadakan oleh provinsi maupun pusat, beliau menyampaikan agar staf yang lain, yang saat itu tidak ada kegiatan bisa mengikuti zoom terkait SPM. Sehingga dirasa pimpinan punya sikap positif mendukung dan memberikan dorongan agar semuanya bisa belajar.” 

4. Struktur Birokrasi.
Penulis mendapatkan hasil wawancara dari narasumber pada variabel struktur birokrasi terkait implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik sebagai berikut:
“Mekanisme birokrasi yang diterapkan dalam implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik lebih kepada mekanisme arus surat, untuk pemenuhan data pada aplikasi e-SPM. Pada proses pelaporan capaian target SPM itu mekanismenya kita menyampaikan kepada pimpinan bahwa di aplikasi untuk memenuhi pencapaian ini kita memerlukan data ini, kemudian Bagian Tata Pemerintahan membuat surat permintaan data yang disampaikan kepada OPD pengampu SPM, mohon dipenuhi permintaan data ini sebagai data dukung. Karena sekarang tidak hanya bersurat kepada kita, mereka memerintahkan melalui aplikasi. Sehingga diperlukan pemenuhan data tersebut. Kadang kala pemenuhan data yang harus diberikan oleh OPD pengampu SPM kepada Bagian Tata Pemerintahan tersebut terlambat dalam memberikannya. Yang menyebabkan timeline ikut mundur. Tapi pada aplikasi tetap diusahakan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kemudian untuk prosedur kerja dan alur koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut terkait prosedur kerja sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dan alur koordinasinya pendek sehingga mempermudan koordinasi dan pertanggung jawaban kepada pimpinan.”
 
[bookmark: _GoBack]PEMBAHASAN

1. Komunikasi
Pada variabel komunikasi kebijakan teori Edwards III (1980:37) dalam (Jumroh & Pratama, 2021) menyebutkan bahwa terdapat tiga variabel komunikasi kebijakan yaitu penyampaian (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency) komunikasi. Mulai dari proses implementasi kebijakan hingga tujuan implementasi tercapai. Pembahasan terkait variabel komunikasi pada implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik sebagai berikut:
a. Penyampaian (transmission)
Komponen utama yang merupakan komponen penting dalam penyampaian komunikasi adalah komunikator, penerima, media, serta hambatan komunikasi. Komunikator pada implementasi kebijakan ini pada unsur Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, pada Pemerintah Provinsi yaitu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada Pemerintah Daerah yaitu Bagian Tapem Setda Gresik. Unsur penerima komunikasi yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik pengampu SPM yang meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Sosial. Kemudian untuk media yang digunakan dalam komunikasi yaitu aplikasi e-SPM, WhatsApp Grup, Zoom Meeting, dan pertemuan secara langsung melalui rapat koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis terkait penerapan SPM. Komunikasi harus dirancang menggunakan saluran-saluran komunikasi yang baik dan sesuai dengan kondisi (Jumroh & Pratama, 2021). Selain itu juga terdapat hambatan komunikasi yang kadangkala ada perbedaan persepsi antara staf Bagian Tata Pemerintahan dengan OPD pengampu SPM. Karena staf Bagian Tata Pemerintahan berpedoman pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 sedangkan OPD pengampu SPM tidak hanya berpedoman pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Tetapi juga berpedoman pada peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh kementerian pengampu SPM (Marzan, Taufik, Apriliani, & Sari, 2025).

b. Kejelasan (clarity)
Pada variabel kejelasaan melihat bagaimana informasi kebijakan tersebut disampaikan kepada penerima, apakah sudah jelas atau belum. Karena informasi kebijakan yang tersampaikan dengan jelas akan menghasailkan implementasi kebijakan yang baik . Pada implementasi kebijakan SPM di Tapem Setda Gresik, proses penyampaian informasi terkait kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan baik kepada staf Bagian Tapem Setda Gresik maupun kepada OPD pengampu SPM. Sudah ada sosialisasi dan pelaksanaan desk baik setiap triwulan maupun tahunan. Untuk pemberian informasi dan koordinasi dengan pihak pusat dilakukan melalui zoom yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan setiap triwulan maupun tahunan. Sehingga informasi kebijakan telah disampaikan secara jelas. Selain itu pesan-pesan kebijakan juga sudah tersampaikan, jadi selain Bagian Tapem Setda Gresik, pihak provinsi, dan pusat yang mengadakan, kementerian teknis ini juga turut memberikan arahan sosialisasi sehingga kebijakan yang ada di masing-masing peraturan tersampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan (Hildayanti, Parawangi, & Rasdiana, 2022).

c. Konsistensi (consistency)
Konsistensi komunikasi pada implementasi kebijakan penting untuk dilakukan, agar kebijakan dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Maksud dari konsistensi adalah adanya kesesuaian informasi yang disampaikan, baik secara waktu maupun orang-orang yang terlibat dalam menyampaikan. Pada implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik komunikasi sudah berjalan secara konsisten, baik dilaksanakan melalui rapat dan dilakukan diluar rapat melalui komunikasi personal dengan mengadakan komunikasi pribadi lewat via grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi atau lewat koordinasi personal ke masing-masing OPD pengampu SPM sehigga komunikasi tetap berjalan secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikomunikasikan pun harus akurat, konsisten serta tepat (Hildayanti, Parawangi, & Rasdiana, 2022).

2. Sumber Daya
Menurut Edwards III (1980:10) dalam (Jumroh & Pratama, 2021) menjelaskan bahwa sumber daya termasuk kualitas dan jumlah karyawan, informasi yang tepat dan relevan, kewenangan yang cukup, dan fasilitas dan sarana kerja, seperti gedung, peralatan, tanah, dan dukungan. Pada implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik. Jumlah staf yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan ini sejak tahun 2021 berjumlah satu orang, dan tidak ada pembagian tugas sehingga beban kerjanya tinggi. Pada tahun 2025 ini baru akan dilaksanakan pembagian tugas terkait SPM. Hal itu yang membuat pengerjaan laporan SPM memelukan waktu sedikit lama. Meskipun begitu staf Bagian Tata Pemerintahan memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik terkait Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Hal ini sejalan dengan pendapat (Hildayanti, Parawangi, & Rasdiana, 2022) sumber daya manusia dimaksudkan dengan adanya staf yang bertugas dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan suatu program. Akan tetapi terkadang terdapat kendala pada pemahaman staf karena adanya perputaran rotasi maupun mutasi jabatan. Sehingga untuk staf baru perlu untuk beradaptasi. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Agustin N. A., Pertiwi, Saipullah, & Nazar, 2024) yang menjelaskan bahwa pergantian sumber daya manusia yang turut menyusun laporan SPM kurang memahami regulasi.

 Pada implementasi kebijakan tersebut memerlukan data informasi yang tepat dan relevan yang harus diberikan oleh OPD pengampu SPM kepada Bagian Tata Pemerintahan untuk mendukung pelaporan capaian target SPM. Yang terkadang dalam pemberian data informasi ini terdapat keterlambatan. Staf pada Bagian Tata Pemerintahan memiliki wewenang yang sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Selain itu fasilitas dan dukungan kerja sudah didukung dengan teknologi dan sistem informasi yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, karena sudah tidak menggunakan sistem manual, ini sejalan dengan pendapat (Ramadhani & Putera, 2022) penerapan teknologi informasi yang optimal akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih akurat dan lebih cepat karena melalui teknologi informasi, dapat mengurangi kesalahan yang bersifat material dan dapat mengemat waktu pengerjaanya. 

Ketersediaan informasi ini memiliki dua bentuk: kejelasan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan. Pada implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik kejelasaan terkait tindakan yang harus dilakukan dijelaskan dalam SOP Pemerintah Kabupaten Gresik Penyusunan Laporan Capaian SPM. Dan terdapat informasi dalam bentuk data yang diberikan oleh OPD pengampu SPM untuk data dukung pelaporan capaian target SPM baik triwulan maupun tahunan. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat dapat diterima dan dipahamai secara jelas oleh pelaksana kebijakan, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat (Roring, Mantiri, & Lapian, 2021). Pada implementasi kebijakan ini memiliki kewenangan yang cukup, melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab antar pelaksana kebijakan sudah jelas dan sesuai dengan struktur Tim Penerapan SPM yang dijelaskan pada Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 100/362/HK/437.12/2023 tentang Tim Penerapan SPM Kabupaten Gresik. Tersedianya anggaran dan sarana prasarana yang cukup dalam mengimplementasikan kebijakan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 di tahap pelaporan, karena secara personal kita menjadi sekretaris tim. Terkait dukungan teknologi dan sistem informasi sudah memadai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana Kebijakan 
Untuk faktor sikap pelaksana Edwards III menyebutnya dengan dispositions, yang dimaksudkan adalah sikap atau perspektif para implementator kebijakan, yang menjelaskan bahwa perlu adanya kesamaan sikap atau perspektif antara para pengambil kebijakan (decision makers) atau formulator kebijakan, dengan para implementator kebijakan (Jumroh & Pratama, 2021). Pada proses implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik, para implementator kebijakan memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melakasanakan kebijakan tersebut, hal ini menunjukkan tanggung jawab dan kesediaannya untuk menyesuaikan diri dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Kondisi ini didukung oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku pimpinan juga memberikan motivasi kepada staf. Adanya motivasi yang diberikan oleh pimpinan juga menumbuhkan rasa kepuasan kerja pada staf. Selain itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai pimpinan sangat mendukung kebijakan dengan memberikan arahan apabila ada zoom terkait SPM yang diadakan oleh provinsi maupun pusat, beliau menyampaikan agar staf yang lain, yang saat itu tidak ada kegiatan bisa mengikuti zoom terkait SPM. Sehingga dirasa pimpinan punya sikap positif mendukung dan memberikan dorongan agar semuanya bisa belajar. Jika pelaksana kebijakan memiliki karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan yang baik dengan sasaran dan keinginan pembuat kebijakan (Hildayanti, Parawangi, & Rasdiana, 2022). 

4. Struktur birokrasi 
Menurut (Jumroh & Pratama, 2021) struktur birokrasi memiliki peranan yang penting didalam implementasi kebijakan, agar menjadi lebih efektif. Dalam proses implementasi kebijakan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 struktur birokrasi tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 100/362/HK/437.12/2023 tentang Tim Penerapan SPM Kabupaten Gresik. Pada struktur organisasi Kepala Bagian Tapem Setda Gresik menjabat sebagai Sekretaris. Terkait alur koordinasi mereka berkoordinasi dengan anggota Tim Penerapan SPM Kabupaten Gresik untuk pemenuhan data dukung pelaporan capaian target SPM baik triwulan maupun tahunan. Terkait mekanisme birokrasi yang diterapkan dalam implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik lebih kepada mekanisme arus surat, untuk pemenuhan data pada aplikasi e-SPM. Pada proses pelaporan capaian target SPM Bagian Tapem Setda Gresik menyampaikan kepada Ketua Tim Penerapan SPM sebagai pimpinan yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik bahwa terdapat permintaan data untuk pelaporan. Kemudian baru disampaikan kepada OPD untuk memenuhi permintaan data sebagai data dukung. Untuk prosedur kerja sudah memiliki SOP, dan alur koordinasinya pendek sehingga mempermudah koordinasi dan pertanggung jawaban oleh pimpinan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak (Roring, Mantiri, & Lapian, 2021).

KESIMPULAN 
Dalam proses implementasi kebijakan SPM di Tapem Setda Gresik pada variabel komunikasi kebijakan, sudah memenuhi unsur-unsur utama penyampaian, kejelasan, dan konsistensi dalam komunikasi. Akan tetapi masih terdapat hambatan yang terjadi seperti perbedaan persepsi antara staf Bagian Tapem Setda Gresik sebagai pelapor dengan OPD pengampu SPM. Karena pelapor berpedoman pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 sedangkan masing-masing OPD pengampu SPM dalam melaksanakan SPM tidak hanya berpedoman pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tetapi juga berpedoman terhadap Permen Teknis SPM pada bidang masing-masing.
Pada variabel sumber daya dalam implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik terdapat faktor yang sudah terpenuhi seperti: data informasi yang tepat dan relevan, kewenangan yang cukup, fasilitas dan sarana kerja, serta sumber keuangan. Akan tetapi terdapat faktor yang belum sesuai seperti jumlah dan kualitas staf, yang diperlukan adanya pembagian kerja kepada staf Bagian Tata Pemerintahan yang lain agar beban kerja dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak pada satu orang.
Pada variabel disposisi/sikap pelaksana pada implementasi kebijakan SPM di Bagian Tapem Setda Gresik, terdapat kesamaan sikap antara pengambil kebijakan dengan implementator kebijakan, dengan adanya komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan tersebut, didukung dengan adanya motivasi yang diberikan oleh pimpinan juga menumbuhkan rasa kepuasan kerja pada staf. 
Pada variabel struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SPM di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 100/362/HK/437.12/2023 tentang Tim Penerapan SPM Kabupaten Gresik. Pada struktur organisasi tersebut Kepala Bagian Tapem Setda Gresik menjabat sebagai Sekretaris. Terkait alur koordinasi Bagian Tapem Setda Gresik berkoordinasi dengan anggota Tim Penerapan SPM Kabupaten Gresik untuk pemenuhan data dukung pelaporan capaian target SPM baik triwulan maupun tahunan. Dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. Dibawah tanggungjawab Bupati Gresik.
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